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KEPUTUSAN KPU KOTA CII\IAHI NOMOR : 140/Kpts/KPU Kota C]M A h I/011.329201/VII2O16 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WATIKOTA CIMAHITAHUN 2017

ABSTRAK Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata KerJa KPU, KPU Provinsi/Komisi lndependen

Pemllihan Aceh, KPU/Komisi lndependen Pemllihan Kabupaten/Kota, serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati

dan Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemi ihan Bupati dan Wakll Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246); UU

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nornor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5678 PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir,
dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22

Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisl
lndependen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Dan/Atau walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan KPU Nomor 477/KplslKPu/IAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 125lKpts/Kota Cima h i/011.329207/V /2016
tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Cimahi Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota
Cimahi/011.329207/Vl2OL6 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan
Walikota dan WakilWalikota CimahiTahun 2017.



Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 14o/Kpts/KPU

Cimahi/011.329201/Vl/2015 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini. Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

sebagaimana dimaksud menjadi pedoman teknis bagi KPU Kota Cimahi, Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam

menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20luni 2016
- La m pira n 13 hala man.
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